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ABSTRACT
This study aims to determine the salary of teachers in schools. The research method used is descriptive using a qualitative research approach. The data collection technique used interview techniques from 2 Islamic educational institutions in Bogor. The results of this study indicate that there is no model that can be used as a reference by school leaders to implement and provide policies regarding the amount of private teacher salaries, but the amount of salary is determined by each school in accordance with the policies taken so that the authors make teacher payroll model references based on school ability. , teacher productivity and good communication between agencies and workers that can be implemented by schools in Bogor, namely the Ahimnah (Ahliyah-Himmatul 'amal-Amanah) model.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penetapan penggajian guru di sekolah. Metode penelitian menggunakan deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara yang berasal dari 2 lembaga pendidikan Islam yang ada di Bogor. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa belum ada model yang dapat dijadikan acuan oleh pemimpin sekolah untuk menerapkan dan memberi kebijakan perihal besaran gaji guru swasta, melainkan besaran gaji ditentukan oleh masing-masing sekolah sesuai dengan kebijakan yang diambil sehingga penulis membuat reverensi model penggajian guru berdasarkan kemampuan sekolah, produktivitas guru dan komunikasi antar instansi dan pekerja yang baik yang dapat diterapkan oleh sekolah di Bogor yaitu model Ahimnah (Ahliyah-Himmatul ‘amal-Amanah).
Kata Kunci: Keadilan, daftar gaji, lembaga pendidikan.
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PENDAHULUAN

Status guru di dalam masyarakat dan budaya Indonesia masih menempati tempat yang terhormat, namun secara material profesi guru mengalami penurunan dan kurang berkembang. Hampir di seluruh Indonesia penghargaan material terhadap guru sangat minim, bahkan sebagian besar guru berada di bawah garis kemiskinan (Tilaar, 2002:90). Hal ini dibuktikan dengan kehidupan Guru SMPN 1 Montong Gading-Lombok Timur yang menjalani pekerjaan sebagai guru Geografi sekaligus staf tata usaha serta bekerja tambahan sebagai pemulung juga merangkap pedagang keliling untuk memenuhi hidupnya dan keluarga sehari-hari (jpnn.com, 12 Juni 2017).
Upaya pemerintah Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan guru adalah melalui pencanangan guru sebagai profesi oleh Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 2 Desember 2004 dengan ditetapkannya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, lahirnya PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan serta lahirnya UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang disahkan tanggal 6 Desember 2005. UU ini juga menekankan tiga aspek penting dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia dilihat dari tenaga pendidik dan kependidikan, yakni kualifikasi, sertifikasi, dan kesejahteraan (Kunandar, 2007:36). Dalam kurun waktu 10 tahun proses sertifikasi guru telah mencapai angka signifikan. Plt Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Hamid Muhammad mengatakan, sejak 2007 hingga 2017, total guru yang sudah tersertifikasi mencapai 1.471.812 orang. Sedangkan, guru yang belum tersertifikasi sekitar 656.150 orang (Kompas, 27 Oktober 2017). 
Berdasarkan hasil observasi sementara dibeberapa sekolah di Kota Bogor mengenai klasifikasi penggajian guru ada keragaman penggajian guru di sekolah non islam, negeri, umum, umum berbasis keagamaan dan model pesantren, dari hasil wawancara dari beberapa guru di Kota Bogor, Gaji guru non PNS di sekolah negeri dan swasta sampai saat ini masih menjadi keprihatinan sejumlah pihak, belum adanya kesamaan serta acuan yang dapat dijadikan dasar terhadap pemberian gaji kepada guru. Dapat dilihat dari gambar di atas bahwa untuk gaji yang diterima guru di sekolah non Islam di Kota Bogor mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.000.000–Rp. 3.000.000/bulan, guru PNS di SMPN 12 Kota Bogor memperoleh penghasilan sesuai dengan golongan PNS dengan besaran Rp. 1.500.000-Rp. 5.600.000, sedangkan SMP Pesat sebagai salah satu sekolah swasta di Kota Bogor memberikan gaji yang sama untuk para guru yaitu sebesar Rp. 3.200.000-Rp. 3.400.000, SMP IT Al Mustarih dan MTs Al Falaqiyah memiliki sistem penggajian yang hampir sama, guru diberikan gaji sesuai dengan masa kerja mengajar, sedangkan SMP Asyarofah memberikan gaji kepada gurunya beragam dari mulai Rp. 75.000 – Rp. 200.000 sesuai dengan jumlah hari kedatangan, namun ada beberapa guru yang tidak menerima gaji karena keinginannya sendiri.
Islam sejak awal telah memberikan perhatian utama kepada kepentingan gaji karena gaji memiliki pengaruh yang besar kepada masyarakat. Contohnya jika pekerja mendapat gaji yang rendah bukan saja mengurangkan semangat dalam bekerja, tetapi juga memberi kesan kepada masyarakat pada pekerjaannya karena kurangnya penghasilan yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga. Sedangkan jika gaji tinggi, maka perusahaan akan kesulitan dalam memenuhi kewajibannya kepada pekerja.
Mengingat gaji merupakan hak bagi karyawan yang harus dipenuhi oleh perusahaan, karenanya perusahaan harus berusaha seoptimal mungkin untuk memberikan gaji yang seimbang bagi para karyawan termasuk guru sesuai dengan hasil kerja yang telah diberikan. Perusahaan harus memiliki sistem penggajian yang baik, sehingga gaji yang diterima karyawan dapat diberikan tepat waktu dengan jumlah yang benar (Marlina, 2013:29).
Islam datang dengan tegas mendeklarasikan sikap anti perbudakan untuk membangun tatanan kehidupan masyarakat yang toleran dan berkeadilan sesuai prinsip kemerdekaan manusia. Islam menempatkan setiap manusia apapun jenis profesinya dalam posisi yang mulia dan hormat. Islam tidak membeda-bedakan antara pekerjaan karena hal ini dijelaskan dalam prinsip kemuliaan derajat manusia. Prinsip keadilan dan anti diskriminasi dalam Islam tidak mengenal sistem kasta atau kelas di masyarakat, pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para majikan atau pihak yang mempekerjakan. Islam sangat memperhatikan masalah upah pekerja sebagai hak dan gaji atas pekerjaan yang telah mereka kerjakan. Sebegitu pentingnya masalah upah pekerja, maka Islam memberi pedoman kepada para pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal, yaitu adil dan layak (Ridwan, 2013:253).
LANDASAN TEORI
1. Definisi Guru
Definisi Guru Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yaitu adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (Pasal 1 ayat 1).
Guru dalam pandangan Islam mempunyai kedudukan yang tinggi. Keutamaan guru (pendidik) dan tingginya kedudukan guru dalam Islam merupakan realisasi ajaran Islam itu sendiri, Islam memuliakan pengetahuan, sedangkan pengetahuan itu didapat dari belajar dan mengajar, maka sudah pasti agama Islam memuliakan seorang pendidik (Ramayulis, 110:2005).

2. Teori Gaji (Upah) Tenaga Kerja dalam Ilmu Ekonomi
Upah adalah sejumlah pendapatan uang yang diterima oleh buruh dalam satu waktu tertentu akibat dari tenaga dan usaha yang digunakan dalam proses produksi (Yahya, 1998: 393). Gaji cenderung identik dengan pekerja-pekerja, pegawai-pegawai, dan karyawan-karyawan tetap dimana pembayarannya sebulan atau seminggu sekali. Sedangkan upah cenderung diidentikkan dengan pekerja-pekerja kasar, buruh-buruh kasar, buruh-buruh pertanian, dan segala jenis pekerjaan tidak tetap (Sukirno, S. 1994 : 350).
Dalam teori ekonomi upah diartikan sebagai pembayaran ke atau jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Dengan demikian dalam teori ekonomi tidak dibedakan di antara pembayaran kepada pegawai tetap dengan pembayaran ke atas jasa-jasa pekerja kasar dan tidak tetap. Keduanya dinamakan upah (Sukirno, S. 1994 : 350).

a. Definisi upah / gaji menurut Islam
Islam menjelaskan mengenai upah secara rinci dalam pembahasan yang termasuk pada pembahasan ijarah yaitu akad atas suatu manfaat dengan adanya kompensasi. Oleh karena itu, transaksi ijarah adalah akad (transaksi) terhadap jasa tertentu dari seorang pekerja dengan suatu kompensasi. Kompensasi diberikan oleh pengontrak pekerja (musta’jir) karena dia memperoleh pelayanan jasa berupa tenaga atau fisik maupun intelektual. Secara umum, ijarah ada dua; pertama, akad yang berkaitan dengan orang yang dikenal dengan transaksi ketenagakerjaan; kedua, akad yang berkaitan dengan barang yang dikenal dengan istilah kerja (Yusanto dan Yunus, 2009:190).

b. Dasar hukum upah / gaji menurut Islam
Dasar hukum upah dapat ditemukan di dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits Rasulullah SAW yaitu dalam Q.S Al-Qasas ayat 27, Q.S Az-Zukhruf ayat 32, Q.S At-Talaq ayat 6, HR. Muslim, HR. al-Bukhari, dan HR. Abdul Razzaq. Dari dalil-dalil di atas, dapat disimpulkan bahwa memberi upah kepada pekerja diperbolehkan atas jasa/tenaga yang telah dicurahkan. Upah juga merupakan suatu kewajiban dan merupakan hak bagi pekerja untuk memperolehnya dan menjadi kewajiban bagi pengontrak tenaga kerja untuk membayarnya.

c. Syarat upah / gaji menurut Islam
Upah merupakan salah rukun dalam akad (transaksi ijarah). Para ulama telah menetapkan beberapa syarat dalam upah, yaitu pertama, upah harus berupa harta yang tetap; dan kedua, upah tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut (Syafe’I, 2001:129).

d. Kadar upah / gaji pekerja
Menurut (Hatta, 2013:210) upah bagi buruh ada dua macam yaitu, upah musamma (tertentu) dan upah mitsli (memadai). Upah tertentu adalah upah yang disebutkan dan ditentukan waktu akad, termasuk upah yang ditentukan adalah upah para pekerja yang diberitahukan terhadap masing-masing dari mereka. Misalnya upah bagi para pegawai pada derajat tertentu atau upah bagi para pekerja dalam pabrik tertentu itu diketahui pekerja yang ada di dalamnya. Sedangkan upah mitsli adalah upah yang sepadan dengan pekerjaan dan sepadan pula dengan pekerja, atau upah yang sepadan dengan pekerja saja.
e. Macam-macam upah / gaji 
Pekerja dapat diklasifikasikan kepada dua pembagian, yaitu upah atas buruh individual dan upah atas buruh serikat. Terdapat perbedaan jumlah upah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, hal ini sesuai kualitas pekerja yang membedakan antara para pekerja pemerintahan dan pekerja individual, di antaranya adalah para manajer (Zamakhsyari, 2006:238).
f. Gugurnya upah / gaji 
Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi pekerja, apabila barang yang di tangannya rusak. Menurut ulama Syafi’iyyah dan ulama Hanabilah, jika pekerja di tempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Sementara ulama Hanafiyyah juga hampir senada dengan pendapat di atas, hanya diuraikan lagi:
a) Benda ada di tangan pekerja. Dalam hal ini, jika ada bekas pekerjaan, maka pekerja berhak mendapatkan upah sesuai bekas pekerjaan tersebut. Akan tetapi, jika tidak ada bekas pekerjaannya, maka pekerja berhak mendapat upah atas pekerjaannya sampai akhir.
b) Benda ada di tangan penyewa. Dalam hal ini, pekerja berhak mendapatkan upah setelah selesai bekerja (Syafe’i:136).
c) Asas nilai keadilan dan kelayakan Islam dalam penentuan besaran upah / gaji
Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan dan Negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil (Sholihin:365). Untuk mempertahankan suatu standar upah yang sesuai, Islam telah memberikan kebebasan sepenuhnya atas mobilisasi tenaga kerja. Disamping itu, memberi kebebasan sepenuhnya kepada pekerja untuk memilih jenis pekerjaan yang dikehendakinya. Demi kemakmuran dan kemajuan Negara, maka perlu untuk menyusun kembali sistem upah sesuai dengan ajaran Rasulullah untuk menentukan upah minimum (Koentjoro:2011).
d) Sistem penggajian untuk guru dalam Islam
Gaji guru adalah  salah satu unsur  yang sangat penting yang dapat mempengaruhi kinerja guru di suatu lingkup pendidikan, sebab gaji guru adalah alat untuk memenuhi berbagai kebutuhan guru sehingga dengan adanya gaji yang diberikan, para guru akan termotivasi untuk bekerja lebih giat (Mulyono,2004). Sistem penetapan upah dalam Islam diantaranya yaitu upah disebutkan sebelum pekerjaan di mulai dan membayar upah sebelum keringatnya kering (Hakim, 202).
METODE PENELITIAN
1. Deskriptif Kualitatif
Menurut Nazir (1988), metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.
Kemudian sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi kepada responden. Berdasarkan masalah penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai manajemen yang diterapkan oleh sekolah swasta yang ada di kota Bogor dalam hal penetapan gaji untuk guru.
2.  Populasi dan Sampel
Populasi atau universe adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis, dan dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda, dan sebagainya (Djawranto, 1994:420). Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono,2015:80). Populasi pada penelitian ini yaitu guru dan Kepala Sekolah swasta di Kota Bogor. Penentuan sampling berdasarkan kepada beberapa teknik. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive sampling, dimana teknik pengembilan sampel berdasarkan kepada pertimbangan dan kriteria tertentu.
OBJEK DAN LOKASI PENELITIAN
 
Lokasi penelitian ini dilaksanakan di dua sekolah swasta berbasis keagamaan di Bogor yang beralamat di Jalan Poras No. 7 Sindang Barang Loji Kota Bogor untuk SMP Pesat dan Jl. KH. Abdul Hamid KM. 04 Kp. Bantar Karet Cibungbulang Bogor. Status sekolah adalah swasta dengan akreditasi A untuk SMP Pesat dan belum terakreditasi untuk SMP Islam As-Syarofah.

TEKHNIK PENGUMPULAN DATA

1. Wawancara 
Menurut (Sugiyono, 2013:194) teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan melaksanakan studi pendahuluan untuk mencari permasalahan yang harus diteliti dan juga jika peneliti ingin mengetahui lebih mendalam tentang responden dilakukan dengan cara wawancara atau interview.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Matriks Daftar Cek
Matriks daftar cek memberikan penjelasan tentang jawaban dari objek penelitian atau informan dari pertanyaan peneliti. Matriks ini digunakan jika peneliti mengetahui variabel dan indikator spesifik yang berkaitan (Miles & Huberman, 2014). Setiap informan mendapat beberapa pertanyaan yang sama guna mengetahui pendapat dan jawaban dari setiap informan.
a. Keadilan
Nilai adil dalam sistem penggajian adalah suatu estimasi dari penilaian moral, yang tidak dapat diukur dan diamati sebagai objek pengujian eksperimental oleh sarana-sarana ilmiah (As-shadr, 85:2009). Islam berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah sebagai sumber doktrin ekonominya sangat mengarahkan para cendikiawan Islam untuk terus mengeksplorasi pemahaman terkait tatanan-tatanan nilai keadilan Islam agar dapat berlaku sesuai zaman dengan cara melakukan ijtihad dengan mempertimbangkan manfaat dan tidak manfaatnya (mudharat) secara luas dalam hubungan antar manusia (sosial).
Dalam Islam kata adil ditempatkan dalam beberapa artian yaitu:
1) Keseimbangan


Tabel. 4.8 Perbandingan Keseimbangan
	No.
	SMP Pesat
	SMP As-Syarofah

	1.
	Adanya kesepakatan antara sekolah dan guru/karyawan
	Adanya kesepakatan antara sekolah dan guru/karyawan

	2.
	Waktu jam pulang bekerja ditentukan (walaupun kewajiban mengajar telah selesai, belum diizinkan pulang jika belum waktunya pulang/sesuai kontrak)
	Waktu jam pulang bekerja tidak ditentukan (setelah kewajiban mengajar selesai, diizinkan pulang)

	3.
	Gaji pokok guru per jam ditentukan sesuai tingkatan pendidikan 
	Gaji pokok guru per jam tidak ditentukan sesuai tingkatan pendidikan 

	4.
	Ada insentif atas tugas diluar kewajiban mengajar
	Tidak ada insentif atas tugas diluar kewajiban mengajar

	5.
	Ada tambahan gaji atas guru yang mengajar lebih dari yang dibebankan
	Tidak ada tambahan gaji atas guru yang mengajar lebih dari yang dibebankan

	6.
	Penghargaan yang diberikan atas prestasi yang diperoleh 
	Tidak ada penghargaan

	7.
	Gaji pokok yang diterima guru sudah termasuk biaya transportasi dan konsumsi untuk guru
	Gaji pokok yang diterima guru sudah termasuk biaya transportasi dan konsumsi untuk guru

	8.
	Guru tidak diizinkan mengajar di sekolah lain
	Guru diizinkan mengajar di sekolah lain

	7.
	Guru yang memperoleh sertifikasi dari pemerintah, tidak mempengaruhi gaji yang diterima di sekolah
	Belum ada guru yang sudah sertifikasi


 
Sumber : Hasil Wawancara 
Berdasarkan Tabel 4.8 adil dalam pengupahan yaitu haruslah adil terhadap dua pihak, perusahaan/pemimpin membayar para karyawan/pekerja yang setara dengan pekerjaannya. Dalam perjanjian (tentang gaji/upah) perusahan (sekolah) dan karyawan perlu membahas mengenai gaji dengan seadil dan sejujur-jujurmya sehingga tidak tejadi kerugian kepada pekerja maupun perusahaan.
Pada proses keadilan pula SMP Pesat dan SMP As-Syarofah menetapkan kebijakan yang diambil guna mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi besaran gaji guru yang diterima. Berikut kebijakan yang ditetapkan oleh masing-masing sekolah:
1. Penerimaan Kas yayasan berdasarkan jumlah siswa baru. 
1. Pendidikan

      Tabel. 4.11 Rincian biaya Transportasi dan Konsumsi guru
	No
	Pendidikan
	Transport dan Konsumsi di SMP Pesat
	Transport dan Konsumsi di SMP As-Syarofah

	1
	Diploma
	Rp. 60.000,-
	
Tidak ada transport dan konsumsi

	2
	Strata 1
	Rp. 70.000,-
	

	3
	Magister
	Rp. 85.000,-
	

	4
	Doktoral
	Rp. 95.000,-
	


	



Sumber: Hasil Wawancara

Berdasarkan Tabel 4.11 Yayasan Pesat memberikan kebijakan dengan membedakan besaran transport dan konsumsi kepada guru dan staf sesuai dengan pendidikan terakhir yang ditempuh, hal ini diambil karena mempertimbangkan pengeluaran biaya yang dikeluarkan guru untuk menempuh pendidikan tersebut. 
SMP As-Syarofah tidak membedakan transport dan konsumsi guru berdasarkan tingkat pendidikan, karena transport dan konsumsi yang diterima guru sudah termasuk kedalam gaji yang diterima setiap bulannya.
1. Jabatan guru yang memiliki tambahan tugas selain mengajar maka sekolah akan memberikan tunjangan kepada tambahan, diantaranya sebagai berikut:

      Tabel. 4.12 Keterangan tunjangan guru
	No
	Jabatan
	SMP Pesat
	SMP As-Syarofah

	1
	Wakil Kepala Sekolah
	· 
	X

	2
	Wali Kelas
	· 
	X

	3
	Laboran
	· 
	X


Sumber: Hasil Wawancara


Berdasarkan Tabel 4.12 SMP Pesat memberikan tunjangan kepada guru yang menerima tugas selain mengajar. SMP As-Syarofah belum memberikan tunjangan kepada guru yang menerima tugas selain mengajar, berdasarkan hasil wawancara kepada pihak SMP As-Syarofah, hal ini diambil dikarenakan pihak sekolah mempertimbangkan biaya pembangunan sekolah terlebih dahulu. 
1. Persamaan atau Non Diskriminasi

Tabel. 4.13 Perbandingan Persamaan
	No.
	SMP Pesat
	SMP As-Syarofah

	1.
	Jenis kelamin guru tidak menjadi pembeda
	Jenis kelamin guru tidak menjadi pembeda 

	2.
	Guru diberikan hak cuti yang sama
	Guru diberikan hak cuti yang sama

	3.
	Guru mendapatkan pelatihan yang sama 
	Guru belum mendapatkan pelatihan 

	4.
	Ada syarat tertentu untuk kenaikan jabatan
	Ada syarat tertentu untuk kenaikan jabatan


Sumber : Hasil Wawancara 

Berdasarkan Tabel 4.13 tidak ada perbedaan dan pengutamaan diantara sesama mahluk. 
1. Pemberian gaji kepada karyawan

Tabel. 4.14 Pemberian Hak
	No.
	SMP Pesat
	SMP As-Syarofah

	1.
	Gaji diterima masing-masing guru pada tanggal yang sama yang telah ditentukan 
	Gaji diterima masing-masing guru pada tanggal yang sama yang telah ditentukan

	2.
	Guru memperoleh hari libur 
	Guru memperoleh hari libur

	 3.
	Guru tidak diizinkan mengajar di sekolah lain 
	Guru diizinkan mengajar di sekolah lain


Sumber : Hasil Wawancara
Berdasarkan Tabel 4.14 SMP Pesat dan SMP As-Syarofah telah memberikan hak kepada guru dengan baik sesuai dengan kewajiban yang diberikan.
		
Tabel. 4.15 Nilai Keadilan Islam
	NILAI KEADILAN ISLAM
(Dalam Fiqh Ijaratul Ajiir)

	Jelas
	Proposional
	Layak

	1. Jelas akad (perjanjian) yang akan dilakukan
1. Jelas hak dan kewajiban antara perusahaan dan karyawan
1. Jelas, bentuk dan jenis pekerjaan karyawan
1. Jelas, masa kontrak atau waktu kerja karyawan
1. Jelas, bentuk dan jenis gaji (upah) karyawan.
	1. kesesuaian antara pekerjaan karyawan (baik waktu kerja dan kemampuan karyawan)
1. kesesuaian pekerjaan karyawan dengan besaran gaji (upah) yang mereka terima dan waktu menerima gajinya.
	0. Layak berakad
0. Jasa karyawan yang diakadkan layak (halal, bermanfaat kepada perusahaan, dan memiliki nilai)
0. Gaji (upah) yang diakadkan layak.halal, bermanfaat (mencukupi kebutuhan pokok guru yaitu sandang, pangan dan papan), dan memiliki nilai
0. Memperlakukan karyawan dengan layak (membantu), jika karyawan mengalami kesulitan.



a. Kelayakan
Selain keadilan maka dalam penentuan gaji karyawan khususnya guru, pemipin sekolah perlu melakukan perbandingan mengenai gaji guru di beberapa sekolah sebagai acuan untuk pemberian gaji kepada guru di sekolahnya, hal inipun dapat dijadikan acuan kelayakan atas gaji yang akan diberikan. Apabila tidak ada keseimbangan dan kesesuaian dari gaji yang di berikan perusahaan, maka perusahaan akan kesulitan memperoleh tenaga pengajar.
	
    Tabel. 4.16 Perbandingan Kelayakan Gaji
	No.
	SMP Pesat
	SMP As-Syarofah

	1.
	Jumlah siswa menentukan kenaikkan gaji
	Jumlah siswa tidak menentukan kenaikkan gaji

	2.
	Lama bekerja tidak mempengaruhi besaran gaji
	Lama bekerja tidak mempengaruhi besaran gaji

	 3.
	Ada batas maksimal usia guru untuk mengajar
	Tidak ada batas maksimal usia guru untuk mengajar

	 4.
	Jaminan kesehatan hanya untuk pegawai tetap
	Tidak ada jaminan kesehatan 

	 5.
	Guru menerima THR
	Guru belum menerima THR

	 6. 
	Sudah melakukan perbandingan gaji terhadap sekolah lain dan PNS
	Sudah melakukan perbandingan gaji terhadap sekolah lain dan PNS


Sumber : Hasil Wawancara

Berdasarkan Tabel 4.16 Gaji (upah) yang diakadkan layak, dalam hal ini gaji (upah) yang diberikan perusahaan (pemilik usaha) kepada karyawan harus berupa harta yang halal, dapat diketahui dengan jelas, dapat dimanfaatkan, dapat diserahterimakan ke karyawan dan gaji harus berasal dari perusahaan (pemilik usaha).
1. Model Penggajian Guru di Sekolah
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka terbentuklah model penggajian guru yang digunakan oleh SMP Pesat, sebagai berikut:
Tahap pertama yaitu proses perencanaan yang dilakukan hanya dengan rapat atau musyawarah, tahap kedua yaitu pelaksanaan pemberian gaji kepada guru, tahap terakhir yaitu evaluasi, evaluasi dapat dilakukan pada saat bulan-bulan awal kebijakan mulai diterapkan sekolah.
1. Model Penggajian Guru Berdasarkan Perspektif Islam
Penulis mengajukan model penggajian guru berdasarkan perspektif Islam yang baik yang dapat diterapkan oleh sekolah di kota Bogor yaitu usulan model yang dapat diterapkan oleh sekolah. 
1. Berdasarkan model tersebut dapat terlihat tahapan yang dapat dilakukan oleh pimpinan sekolah sebelum memberikan kebijakan mengenai besaran gaji untuk guru. Tahapan tersebut yaitu melakukan analisis yang matang mengenai deskripsi dan spesifikasi jabatan guru dan tugas yang dibebankan sebelum menetapkan kebijakan besaran gaji yang akan diberikan, setelah proses analisis yang matang mengenai deskripsi dan spesifikasi jabatan, dalam penetapan gaji tersebut pimpinan sekolah juga dapat melakukan kesepakatan dengan karyawan mengenai penetapan gaji dan kebijakan yang diberikan dalam forum resmi seperti misalnya rapat awal tahun atau rapat akhir tahun yang mengundang seluruh guru dan karyawan sekolah, proses pembuatan stuktur gaji sekolah oleh pimpinan sekolah dan bendahara dapat mempertimbangkan kemampuan finansial sekolah. Pembuatan stuktur gaji ini diharpakan dapat membantu pimpinan sekolah untuk menjadikan acuan terhadap gaji guru kedepan jika ada perubahan, tahapan terakhir dalam model penggajian guru yaitu pimpinan sekolah dapat mempertimbangankan pemberian gaji individual kepada guru sesuai dengan jabatan dan tugas yang dibebankan dengan menggunakan manajemen  dan verifikasi data yang baik adalah dengan melakukan pengawasan kepada guru setelah kebijakan ditetapkan, hasil akhir dari tahapan-tahapan itu adalah dapat melakukan implementasi, komunikasi dan pengawasan dalam penerapan penggajian guru berbentuk model yang dapat dijadikan acuan sekolah dalam menentukan kebijakan. 



KESIMPULAN DAN SARAN
Atas dasar dari penelitian yang telah dilakukan mengenai model penggajian guru di sekolah Kota Bogor perbandingan penetapan penggajian guru di sekolah kota Bogor dengan menggunakan variabel keadilan dan kelayakan dalam model penggajian guru. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Perbandingan penggajian guru yang diberikan SMP Pesat dan SMP As-Syarofah terdapat banyak perbedaan. Perbedaannya yaitu SMP Pesat mempertimbangkan beberapa kebijakan terkait penetapan besaran gaji untuk guru sehingga guru yang berbeda pendidikan terakhir dan jabatannya di sekolah maka akan menerima gaji dan tunjangan yang berbeda namun jika gaji pokoknya disamakan oleh sekolah karena guru diwajibkan untuk berada di sekolah pada waktu yang sama yang telah ditentukan serta guru tidak diizinkan mengajar di lebih dari satu sekolah, sedangkan SMP As-Syarofah memberikan gaji yang sama kepada guru walaupun berbeda pendidikan terakhir dan tugas tambahan yang diberikan namun SMP As-Syarofah memberikan kebijakan kepada guru untuk dapat pulang setelah selesai mengajar dan dapat mengaplikasikan ilmunya di lebih dari satu sekolah. 
1. Berdasarkan hasil penelitian, maka terbentuklah model penggajian guru berdasarkan perspektif Islam yang oleh pimpinan sekolah swasta di Bogor dapat menjadi rujukan untuk memberikan kebijakan mengenai besaran gaji guru. Tahapan tersebut adalah: (1) Melakukan analisis yang matang mengenai deskripsi dan spesifikasi jabatan guru dan tugas yang dibebankan sebelum menetapkan kebijakan besaran gaji yang akan diberikan, (2) Setelah proses analisis yang matang mengenai deskripsi dan spesifikasi jabatan, dalam penetapan gaji tersebut pimpinan sekolah juga dapat melakukan kesepakatan dengan karyawan mengenai penetapan gaji dan kebijakan yang diberikan dalam forum resmi seperti misalnya rapat awal tahun atau rapat akhir tahun yang mengundang seluruh guru dan karyawan sekolah, (3) Proses pembuatan stuktur gaji sekolah oleh pimpinan sekolah dan bendahara dapat mempertimbangkan kemampuan finansial sekolah, (4) Tahapan terakhir dalam model penggajian guru yaitu pimpinan sekolah dapat mempertimbangankan pemberian gaji individual kepada guru sesuai dengan jabatan dan tugas yang dibebankan dengan menggunakan manajemen  dan verifikasi data yang baik adalah dengan melakukan pengawasan kepada guru setelah kebijakan ditetapkan, dan (5) Hasil akhir dari tahapan-tahapan itu adalah dapat melakukan implementasi, komunikasi dan pengawasan dalam penerapan penggajian guru berbentuk model yang dapat menentukan kebijakan serta acuan.


Penulis menyadari masih terdapat keterbatasan dalam penelitian ini sehingga penelitian ini jauh dari kata sempurna. Adapun saran yang dapat disampaikan oleh peneliti mengenai penggajian guru berdasarkan perspektif Islam adalah sebagai berikut:
1. Keadilan dan kelayakan harus ditetapkan dalam penganggaran dan pemberian gaji kepada guru, keadilan dan kelayakanpun tidak hanya dilihat untuk guru yang menerima gaji namun juga dapat dilihat dan dibandingkan dengan pemberi gaji yaitu pemimpin sekolah. Keadilan dan kelayakan akan sangat berpengaruh dalam pemberian gaji dan pengganggaran gaji untuk guru dan karyawan sekolah. Sehingga tercapai tujuan untuk mensejahterakan pekerja khususnya guru.
1. Model penggajian guru dapat dilakukan dengan lebih baik dan terarah apabila telah memiliki model khusus yang berkaitan dengan Model penggajian guru berdasarkan perspektif Islam.
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